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Abstract

World Bank & FAO state that 75 percent of global fisheries resources face the threat of depletion or reduced stock due to excessive
fishing and environmental damage. Indonesia also has a similar situation. It encouraged a number of parties to push for a mechanism
for controlling the production and consumption of sustainable through ecolabeling. There are many weaknesses in the implementation
of the certification system in developing countries. The lack of protection for fishermen’s rights is one of the main problems of
ecolabeling. The aim of study is to see the importance and priority of each ecolabel scheme that effectively promotes sustainable
fisheries management. This study uses a mixed-method with a purposive sampling-based Delphi and Analytic Hierarchy Process
(AHP) method. The results indicate that the national ecolabel scheme is a priority choice of stakeholders including small fishermen
in Indonesia. The trust of stakeholders is the basic capital in its preparation. The Indonesian government through the Ministry of
Maritime Affairs and Fisheries needs to immediately initiate the national ecolabel scheme. Another challenge is how to develop the
national fisheries ecolabeling as a brand of sustainable fishery products and encourages the welfare of fishermen.

Keywords: fisheries ecolabel, small scale fishermen, fishermen rights, stakeholder support

Abstrak

World Bank dan FAO menyatakan bahwa sejak tahun 2006 sebesar 75 persen sumber daya perikanan global mengalami ancaman
deplesi atau penurunan stok akibat praktik penangkapan yang berlebihan dan merusak lingkungan. Indonesia juga menghadapi hal
serupa di mana kelestarian sumber daya perikanan terancam akibat praktik penangkapan berlebih, merusak, dan ilegal. Kondisi
tersebut mendorong dilakukannya mekanisme pengendalian produksi dan konsumsi berkelanjutan melalui ecolabelling. Namun
demikian penerapan sistem sertifikasi tersebut di negara berkembang menemui banyak kendala. Minimnya perlindungan terhadap
hak nelayan menjadi salah satu masalah utama ekolabel perikanan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bobot kepentingan dan
prioritas masing-masing skema ekolabel yang efektif mendorong pengelolaan perikanan yang lestari. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah mixed method dengan metode Delphi berbasis purposive sampling serta metode Analytic Hierarcy Process (AHP). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa skema ekolabel nasional menjadi prioritas pilihan stakeholder termasuk nelayan kecil di Indonesia.
Kepercayaan stakeholder terhadap skema ekolabel perikanan nasional menjadi modal dasar dalam penyusunannya. Pemerintah
Indonesia, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu segera melakukan inisiasi skema ekolabel perikanan tersebut.
Tantangan lainnya adalah bagaimana mengembangkan ekolabel perikanan nasional sebagai sebuah merek produk perikanan yang
berkelanjutan dan mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan.

Kata kunci: ekolabel perikanan, nelayan kecil, hak nelayan, dukungan stakeholder

PENDAHULUAN

Ikan adalah salah satu sumber nutrisi pangan
penyangga ketahanan pangan di Indonesia. Hal
tersebut terlihat dari Undang-Undang No. 18 Tahun
2012 tentang Pangan. Sebagai salah satu produsen
utama perikanan tangkap dunia dengan produksi 6,52
jutaton pertahun (KKP,2014), Indonesia menghadapi
masalah kelestarian sumber daya perikanan akibat
praktik penangkapan berlebih, merusak, dan ilegal

(Hllegal, unreported, and unregulated fishing-IUUF)
sebagaimana tersaji pada Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa sebagian
wilayah laut Indonesia mengalami kondisi over
exploited yang ditunjukkan oleh warna merah pada
tabel. Penangkapan yang berlebih ditambah dengan
permintaan yang tinggi dari pasar internasional
menimbulkan kekhawatiran komunitas internasional
terhadap kelestarian ikan sebagai sumber pangan.
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Tabel 1. Status Sumber Daya lkan di Masing-Masing Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia
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Keterangan: Warna merah: over exploited, warna kuning: fully exploited, warna coklat: moderate to fully, warna hijau: moderate.
Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 25 Tahun 2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya lkan di Wilayah

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

World Bank & FAO (2009) menyatakan bahwa
sejak tahun 2006, sebesar 75 persen sumber daya
perikanan global mengalami ancaman deplesi atau
penurunan stok akibat praktik penangkapan yang
berlebihan dan merusak lingkungan. Kondisi tersebut
mendorong sejumlah pihak untuk melakukan
mekanisme pengendalian produksi dan konsumsi
berkelanjutan melalui environmental labelling atau
ecolabelling.

Definisi ekolabel menurut Vitalis (2002), eco-
labelling is defined as the granting of product
labels (usually applied voluntarily) by a private or
public organisation to inform consumers about the
environmental impact of a product. Berdasarkan
definisi tersebut, ekolabel adalah sebuah label
yang dicantumkan pada suatu produk yang seluruh
proses produksinya dihasilkan dari kegiatan yang
memenuhi parameter ramah lingkungan sebagai
informasi kepada konsumen atau calon konsumen
saat melakukan pembelian.

Skema ekolabel perikanan vyang pertama
terbentuk dan paling pesat pertumbuhannya adalah
Marine Stewardship Council (MSC) tahun 1996
yang diinisiasi oleh World Wildlife Fund (WWF) dan
Unilever. MSC mengikuti skema sebelumnya untuk
produk kehutanan dengan nama Forest Stewardship
Council (FSC). Setelah MSC terdapat beberapa
ekolabel perikanan menyusul terbentuk, seperti
Friends of the Sea (FOS), Dolphin Safe, Icelandic
Responsible Fisheries (IRF), Marine Aquarium Council
(MAC), dan lain-lain.
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MSC bekerja sama dengan sejumlah perusahaan
retail besar di negara-negara maju, khususnya di
Eropa, untuk mengenakan ketentuan wajib sertifikat
skema ekolabel bagi produk perikanan yang dijual
di jaringan tokonya, antara lain Carrefour, Aligro,
Manor, Wal-Mart, Aldi, Albert Heyn, McDonald, dan
lain-lain. Skema ekolabel perikanan mulai populer di
sejumlah negara dan banyak perusahaan retail besar
yang turut bergabung dalam skema tersebut. Produk
perikanan yang bersertifikat MSC menguasai pasar
produk perikanan di Eropa.

Meskipun MSC berkembang dengan sangat
pesat di berbagai belahan dunia, di Indonesia
perkembangannya mengalami stagnasi. Sejak
dipromosikan oleh WWF tahun 2004 di Indonesia,
hingga saat ini perkembangan sertifikasi tersebut
masih tersendat. Promosi yang dilakukan oleh MSC
baik secara mandiri maupun melalui mitra LSM
seperti WWF, MDPI, dan lain-lain sejak 15 tahun yang
lalu belum menunjukkan kemajuan yang berarti.

Pelaku usaha umumnya mengeluhkan tingginya
biaya sertifikasi, ketiadaan insentif, dan beratnya
persyaratan yang harus ditanggung pelaku usaha.
Ketiga hal tersebut menjadi indikasi mengapa hingga
saat ini MSC belum berhasil melakukan proses
sertifikasi terhadap perikanan Indonesia.

Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan
oleh Bush et al. (2013), Perez-Ramirez et al. (2012a),
Perez-Ramirez et al. (2012b), Bratt et al. (2011), dan
Amstel et al. (2008) didapatkan bahwa kendala-
kendala yang lazim ditemui dalam implementasi
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sertifikat ekolabel di negara berkembang yaitu:
kredibilitas lembaga ekolabel, aksesibilitas yang
terlalu berat khususnya bagi nelayan kecil, biaya
sertifikasi yang tinggi, ketiadaan insentif untuk
nelayan, struktur perikanan yang berbeda, dan
dukungan pemangku kepentingan di masing-masing
negara.

Di negara berkembang, khususnya di Indonesia,
struktur perikanan masih didominasi oleh nelayan
kecil. Definisi nelayan kecil di Indonesia diatur
berdasarkan landasan hukum dalam Undang-Undang
No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap
Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan. Adapun yang disebut nelayan kecil adalah
nelayan dengan kepemilikan kapal maksimal 5 Gross
Ton (GT).

Tabel 2 memberikan gambaran perihal struktur
kepemilikan kapal nelayan di Indonesia, termasuk
disajikan data kepemilikan kapal penangkap ikan di
Indonesia. Kepemilikan kapal nelayan di Indonesia
sebesar 90 persen merupakan kapal di bawah 5 GT
sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur usaha
perikanan tangkap di Indonesia didominasi oleh
nelayan kecil. Nelayan skala kecil sangat sulit untuk
menerapkan persyaratan yang dikenakan oleh
lembaga ekolabel seperti MSC.

Indonesia sebetulnya telah menerapkan
pengelolaan perikanan yang berkelanjutan melalui
berbagai kebijakan yang dijalankan secara konsisten
oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini adalah
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). lJika
Indonesia telah melakukan serangkaian langkah
mendorong pengelolaan perikananyangberkelanjutan
dan telah diakui oleh dunia internasional sebagai
negara yang aktif memerangi IUUF, yang menjadi
pertanyaan adalah apakah skema ekolabel perikanan
seperti MSC masih relevan dengan kondisi perikanan
Indonesia saat ini.

Tabel 2. Kepemilikan Kapal Penangkap Ikan di Indonesia

No. Kategori Jumlah Kapal (unit)
1. Total jumlah kapal 543.845

2. Perahu tanpa motor 190.923 (35,11 persen)
3. Motor tempel 181.178 (33,31 persen)
4. <5GT 115.814 (21,29 persen)
5. 5-10 GT 35.988 (6,62 persen)

6. 10-20 GT 9.790 (1,80 persen)

7. 20-30 GT 6.481 (1,19 persen)

8. 30-50 GT 805 (0,15 persen)

9. 50-100 GT 2.008 (0,37 persen)

10.  100-200 GT 847 (0,16 persen)

11. >200GT 11 (0,002 persen)

Sumber: KKP, 2016.
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Hingga saat ini MSC belum melakukan penelitian
tentang dukungan dariseluruh stakeholder perikanan
dilndonesia. Komunikasiyangdilakukan olehlembaga
tersebut masih terbatas pada pengusaha skala besar.
Lembaga tersebut selalu mengkampanyekan harga
premium produk perikanan yang bersertifikat MSC
sembari mengingatkan potensi embargo produk
perikanan yang tidak bersertifikat dijual di jaringan
retail global di Amerika Serikat dan Eropa. Model
komunikasi seperti itu yang membuat MSC dianggap
bersifat eksklusif dan hanya berkomunikasi satu
arah tanpa memerhatikan dukungan stakeholder di
Indonesia.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa
dukungan stakeholder sangat menentukan dalam
kesuksesan implementasi skema ekolabel. Penelitian
Kvalvik et al. (2014) dan Perez-Ramirez et al.
(2012a) menunjukkan bahwa dukungan stakeholder
berperan penting dalam kesuksesan implementasi
sertifikat ekolabel.

Sertifikat ekolabel seharusnya menerapkan prinsip-
prinsip pembangunan berkelanjutan dalam prinsip
maupun implementasinya yaitu menguntungkan secara
ekonomi, inklusif secara sosial, dan berlanjut secara
lingkungan. Di sisi lain, dinamika yang muncul di sektor
perikanan adalah keinginan stakeholder perikanan dan
pemerintah untuk menginisiasi ekolabel perikanan
nasional.

Salah satu refleksi dari dinamika tersebut
adalah penerbitan Peraturan Menteri No. 107
Tahun 2015 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan
Tuna Cakalang dan Tongkol (RPP TCT) vyang
mengamanatkan penyusunan dan inisiasi ekolabel
perikanan nasional sebagai salah satu mandat yang
harus dijalankan oleh KKP. Sementara itu sebagai
lead country dalam ASEAN Tuna Working Group
(ATWG), Indonesia telah menginisiasi penyusunan
skema ekolabel tuna regional ASEAN atau ASEAN
Tuna Ecolabelling (ATEL) sejak tahun 2012. Di dalam
pertemuan tingkat menteri ASEAN pada 11-12
Oktober 2018, konsep tersebut disetujui oleh seluruh
negara ASEAN (Notohamijoyo, 2018a). Rencana
inisiasi ekolabel perikanan nasional serta regional
merupakan sebuah wujud nyata dinamika yang
sangat tinggi baik secara nasional maupun regional
tentang pengelolaan perikanan yang berkelanjutan
dalam bentuk ekolabel perikanan.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan kualititatif. Pendekatan tersebut
dipilih karena lebih tepat dalam mendukung tujuan
penelitian. Metode yang digunakan adalah mixed
method. Metode ini merupakan penggabungan
antara metode kualitatif dan kuantitatif. Penelitian
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secara kuantitatif dilakukan dengan menggunakan

metode Analytic Hierarcy Process (AHP). Analisis data

yang didapatkan dari penelitian ini menggunakan

AHP dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap pertama adalah penyusunan metode
AHP untuk menentukan skema praktik terbaik
pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis
pasar yang paling memenuhi prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan.

2. Tahap kedua adalah penyusunan pairwise
comparison terhadap kriteria yang akan
diberikan pada masing-masing skema.

3. Tahap ketiga adalah membagikan kuesioner
kepada ahli di bidang pengelolaan perikanan
yang berkelanjutan untuk mendapatkan
opini terhadap kriteria skema praktik terbaik
pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis
pasar beserta skor masing-masing subkriteria.

4. Tahap keempat adalah melakukan analisis
konsistensi.

5. Tahap kelima adalah penghitungan hasil
terhadap skema praktik terbaik pengelolaan.

Metode ini dipilih karena dapat menentukan
skema ekolabel perikanan yang paling memenuhi
prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Analisis didasarkan pada skor yang diberikan oleh
masing-masing partisipan atau pakar. Jumlah pakar
dalam penelitian ini adalah 40 orang yang terbagi
2 antara pemerintah dan non pemerintah. Sumber
data diperoleh dari data primer yang berasal dari
wawancara terstruktur dan data sekunder dari
berbagai sumber, seperti KKP, asosiasi pengusaha,
eksportir, hingga LSM.

Analisis ini berfungsi untuk melihat bobot
kepentingan dan prioritas masing-masing skema
ekolabel yang efektif mendorong pengelolaan
perikanan yang lestari. Hasil dari metode AHP ini
kemudian divalidasi melalui uji terhadap variabel
penelitian (responden pemerintah, pelaku usaha,
nelayan, dan LSM) secara kualitatif dengan
menggunakan metode Delphi berbasis purposive
sampling. Total responden tersebut berjumlah
30 orang. Responden terdiri atas penyusun
kebijakan, pelaku usaha, nelayan, dan lembaga
swadaya masyarakat. Jumlah tersebut merupakan
keterwakilan dari para pemangku kepentingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada
tahun 2016 tentang integrasi prinsip-prinsip
dasar pembangunan berkelanjutan dalam skema
ekolabel MSC, skema ekolabel nasional, dan skema
ekolabel regional (ATEL) menjadi landasan dalam
menentukan skema yang paling cocok diterapkan

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 11, No. 1, Juni 2020

30 |

di Indonesia. Penelitian tersebut dilakukan pada
komoditas tuna sebagai komoditas utama perikanan
tangkap. Komoditas tersebut ditetapkan mengingat
kompleksitas sifat sumber daya perairan Indonesia
yang multispesies (Notohamijoyo, 2016).

Tuna merupakan komoditas ekspor utama
perikanan tangkap Indonesia dan dunia. Pangsa
pasar tuna dunia sebesar 8 persen dari keseluruhan
perdagangan komoditas perikanan global dengan
volume perdagangan tahun 2012 mencapai lebih
dari 3 juta ton (FAO, 2014). Adapun volume ekspor
tuna Indonesia ke dunia pada tahun yang sama
adalah sebesar 200 ribu ton atau sebesar 6,7 persen
dari volume perdagangan dunia.

Penelitian dengan Delphi difokuskan pada
partisipasi dan dukungan stakeholder dalam proses
penyusunan dan implementasi sertifikasi ekolabel.
Stakeholder perikanan tuna di Indonesia terdiri atas
penyusun kebijakan, pelaku usaha, nelayan, dan
lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Masing-masing responden memberikan
penilaian terhadap subkriteria terkait dengan
alternatif pilihan yang diberikan. Selain itu masing-
masing responden juga memberikan penilaian
terhadap alternatif pilihan model skema ekolabel.
Masing-masing model ekolabel tersebut adalah
sebagai berikut:

1. Skema Ekolabel MSC.
2. Skema Ekolabel Nasional.
3. Skema Ekolabel Regional.

Skema ekolabel MSC merupakan skema ekolabel
yang sudah tersusun dengan baik prinsip, standar,
dan kriterianya. Selain itu, skema ekolabel MSC sudah
diimplementasikan di sejumlah negara dengan hasil
yang positif. Terlepas dari banyaknya kontroversi
dalam pelaksanaannya, skema ekolabel MSC sudah
memiliki bukti implementasi yang konkret.

Skema ekolabel nasional belum tersusun
prinsip, standar, dan kriterianya. Skema ekolabel
nasional masih sebatas pada mandat Peraturan
Menteri No. 107 Tahun 2015 tentang Rencana
Pengelolaan Perikanan Tuna Cakalang dan Tongkol
(RPP  TCT). Permen tersebut mengamanatkan
KKP untuk menyusun skema ekolabel perikanan
nasional. Meskipun demikian hingga saat ini model
dari ekolabel perikanan nasional tersebut belum
tersusun. Diskusi perihal model yang cocok diadopsi
untuk skema ekolabel perikanan masih terus terjadi
di antara stakeholder maupun internal KKP.

Model ekolabel perikanan regional belum
diimplementasikan namun modelnya telah disetujui
dan telah memiliki prinsip dan standar ASEAN. Model
ekolabel perikanan regional merupakan inisiatif
Indonesia dalam pertemuan ASEAN Tuna Working
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Sumber: KKP, 2014.
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Gambar 1. Model Ekolabel Perikanan Regional

Group (ATWG) dan dituangkan dalam bentuk Policy
Paper of ASEAN Tuna Ecolabelling (ATEL) yang
telah disetujui dalam pertemuan tingkat tinggi para
Menteri ASEAN di bidang pertanian dan kehutanan
di Hanoi, Vietnam pada tanggal 11-12 Oktober 2018
(KKP, 2014, Notohamijoyo, 2018b). Model ATEL
tersebut disajikan pada Gambar 1.

Indonesiatelah mengembangkan skema ekolabel
ramah lingkungan sebagai turunan dari Undang-
Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu
skema ekolabel telah disusun untuk menindaklanjuti
Kerangka Kerja 10 Tahun Penerapan Konsumsi dan
Produksi Berkelanjutan Indonesia melalui penerbitan
Peraturan Menteri LH No. 02/2014 tentang Skema
Ekolabel Ramah Lingkungan. Adapun skema ekolabel
ramah lingkungan seperti pada Gambar 2.

Berdasarkan masukan dari para responden,
peneliti merekonstruksi model ekolabel ramah
lingkungan tersebut dan menyesuaikan dengan
permintaan responden menjadi model ekolabel
perikanan nasional. Model ekolabel perikanan

Kementerian LH

Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 02
Tahun 2014 tentang Skema Ekolabel Ramah Lingkungan.

Gambar 2. Model Ekolabel Ramah Lingkungan
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nasional tersebut menempatkan KKP sebagai
inisiator dan titik sentral yang strategis. KKP
merupakan lembaga negara yang memiliki mandat
penuh dalam pengelolaan sumber daya perikanan
yang berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang-
Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
Model yang direkonstruksi dan diajukan sebagai
model ekolabel perikanan nasional disajikan dalam
Gambar 3.

Model ekolabel perikanan nasional tersebut
merupakan rekonstruksi dari model ekolabel ramah
lingkungan inisiasi dari Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (LHK). Model ekolabel
tersebut menempatkan KKP sebagai aktor sentral
dalam rangkaian proses sertifikasi ekolabel. Peran
Kementerian LHK sebagai penerbit sertifikat ekolabel
dihilangkan dan digantikan oleh KKP.

Peran Badan Standardisasi Nasional (BSN)
dihapus dan standar serta kriteria yang harus

Penerbitan ljin Skolsbel

Kementerian
utan dan

asi ERolabe]

Sumber: Data direkontruksi dari skema ekolabel ramah lingkungan dari
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 02
Tahun 2014 tentang Skema Ekolabel Ramah Lingkungan.

Gambar 3. Model Ekolabel Perikanan Nasional
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Gambar 4. Kriteria Pilihan Responden

dipenuhi oleh lembaga assessor mengacu pada
peraturan yang diterbitkan oleh KKP, baik berupa
undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan
presiden, hingga peraturan menteri.

Berdasarkan perbandingan antara model
ekolabel MSC, model ekolabel nasional, dan model
ekolabel regional maka diajukanlah masing-masing
model tersebut kepada para responden pakar yang
dipilih dalam penelitian ini. Masing-masing model
tersebut dinilai oleh para responden tersebut.

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari survei
terhadap responden pakar dilakukan penghitungan
dengan menggunakan metode AHP dengan bantuan
software Expert Choice. Hasil yang didapatkan adalah
sebagaimana dijelaskan pada Gambar 4.

Berdasarkan hasil perhitungan yang tersaji pada
Gambar 4, terlihat bahwa kriteria pembangunan
berkelanjutan yang menempati peringkat tertinggi
adalah kriteria sosial dengan nilai 69,3 persen, disusul
oleh kriteria ekonomi dengan nilai 15,7 persen, dan
kriteria lingkungan dengan nilai 15,1 persen. Hasil

tersebut menunjukkan bahwa kriteria sosial menjadi
pilihan pertama dari responden dibandingkan kriteria
lainnya.

Kriteria sosial menjadi aspek yang menjadi
prioritas bagi suatu skema ekolabel. Pilihan responden
terhadap kriteria sosial tersebut menunjukkan bahwa
sertifikasi ramah lingkungan atau ekolabel tidak
dapat dilihat dari sekedar penerapan prinsip-prinsip
lingkungan hidup semata namunjuga harus melibatkan
prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang lain
yaitu prinsip ekonomi dan prinsip sosial.

Bagaimanapun sertifikasi mengatur manusianya
sehingga tanpa melibatkan manusia sebagai pelaku
utama proses sertifikasi, keberadaan sertifikat
tersebut tidak akan dapat diimplementasikan dengan
baik. Dalam hal ini kriteria sosial terbukti menjadi
pilihan dari responden pakar.

Setelah mendapatkan perhitungan kriteria
sosial, ketiga alternatif pilihan, yaitu skema ekolabel
MSC, skema ekolabel nasional, dan skema ekolabel
regional dihitung untuk melihat prioritas pilihan

O Skema Ekolabel Nasional

B Skema Ekolabel MSC

O Skema Ekolabel Regional

Sumber: Data diolah, 2016.

Gambar 5. Prioritas Skema Ekolabel Pilihan Responden
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Gambar 6. Responden Berdasarkan Latar Belakang Organisasi

responden. Hal tersebut sebagaimana dipaparkan
pada Gambar 5.

Penghitungan pada Gambar 5 memperlihatkan
bahwa skema ekolabel nasional menempati prioritas
pertama pilihan responden dengan 68,2 persen,
disusul oleh skema ekolabel MSC dengan 31,4 persen
dan skema ekolabel regional dengan 0,4 persen. Hasil
tersebut menunjukkan bahwa skema ekolabel nasional
menjadi prioritas pertama dari responden pakar.

Pilihan dari responden pakar menunjukkan
indikasi bahwa ada kecenderungan skema ekolabel
perikanan nasional dipilih oleh stakeholder perikanan
Indonesia. Pilihan terhadap skema ekolabel perikanan
nasional cukup unik karena sebetulnya model skema
ekolabel tersebut belum ada. Model tersebut hanya
merupakan model hipotetis yang dikembangkan
oleh peneliti. Model tersebut merupakan modifikasi
model ekolabel nasional yang diinisiasi Kementerian
LHK. Model tersebut mengacu pada Permen LHK No.
02/2014 tentang Skema Ekolabel Ramah Lingkungan
dan Swa Deklarasi.

Hasil yang telah didapatkan dari perhitungan
dengan menggunakan metode AHP memperlihatkan
prioritas responden terhadap model ekolabel
yang ditawarkan. Berdasarkan hal tersebut,
dapat dilihat adanya kecenderungan tingkat
kepercayaan responden vyang besar terhadap
institusi KKP. Kepercayaan responden tersebut
menunjukkan harapan terhadap adanya alternatif
dari skema ekolabel perikanan yang ada. Meskipun
kecenderungan telah terlihat, hasil tersebut masih
perlu divalidasi lebih lanjut. Untuk memvalidasi hasil
dari metode AHP tersebut selanjutnya dilakukan
validasi dengan metode Delphi.

Andre Notohamijoyo, Martani Huseini, dkk., Membangun Skema Ekolabel Perikanan Nasional sebagai Wujud Perlindungan

Metode ini mencari konsensus dari seluruh
stakeholder perikanan tuna terhadap skema ekolabel
perikanan yang menjadi pilihan utama. Konsensus
didapatkan apabila lebih dari 50 persen responden
menyatakan  persetujuannya terhadap pokok
masalah yang diajukan. Setelah menetapkan masalah
yang hendak dikonsensus, dibentuk tim panel
yang memberikan pendapat dalam kuesioner yang
bersifat close-ended questions. Objek yang menjadi
responden dipilih dari seluruh stakeholder perikanan
tuna yang direpresentasikan dari organisasi masing-
masing. Responden dipilih dengan menggunakan
metode purposive sampling dengan kriteria
sebagaimana dijelaskan dalam metode penelitian
ini. Didapatkan jumlah responden sebanyak 30 orang
(n=30). Responden yang dipilih berdasarkan latar
belakang organisasinya disajikan dalam Gambar 6.

Proporsi terbesar atau 33 persen responden
adalah anggota Asosiasi Tuna Longline Indonesia
(ATLI). Hal tersebut terjadi karena anggota ATLI yang
memiliki karakteristik sesuai dengan kriteria yang
disusun oleh peneliti paling banyak yang mendekati
di antara asosiasi yang lain sehingga memiliki
proporsi jumlah sampel yang terbesar. Adapun
apabila responden dikelompokkan berdasarkan latar
belakang profesinya disajikan pada Gambar 7.

Apabila dikelompokkan berdasarkan latar
belakang profesinya, responden pelaku usaha
menempati peringkat teratas secara persentase
dengan 53 persen, disusul oleh LSM sebesar 20
persen, nelayan sebesar 20 persen, dan responden
pemerintahsebesar7 persen. Karakteristikresponden
seperti ini cukup ideal mengingat para responden
yang merupakan stakeholder bidang kelautan dan
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Gambar 7. Responden Berdasarkan Latar Belakang Profesi

perikanan merupakan tokoh utama dalam proses
sertifikasi sehingga memiliki peran yang sangat besar
dalam kesuksesan proses sertifikasi.

Responden pelaku wusaha, nelayan, dan
LSM sangat dibutuhkan demi kelancaran proses
implementasi sebuah sertifikasi berdasarkan dari
banyak referensi. Setelah responden dan panel
ditetapkan maka dilakukan penyebaran kuesioner.
Pertanyaan dalam kuesioner disusun untuk
menjawab substansi disajikan pada Tabel 3.

Hasil didapatkan dari penyebaran kuesioner
terhadap para responden. Hasil tersebut dirangkum
dalam Tabel 4.

Tabel 3. Substansi yang Ditanyakan dalam Kuesioner
Tahap Pertama Konsensus Putaran Pertama
dengan Metode Delphi

Hasil dari penggunaan metode Delphi tahap
| ditunjukkan pada Tabel 4 di mana konsensus
responden di atas 50 persen dapat dicapai pada poin
1,2,7,8,9,dan 10. Hal tersebut menunjukkan bahwa
responden menyepakati hal-hal yang diajukan oleh
peneliti perihal sebagaimana berikut ini yaitu:

1. Perlunya langkah-langkah terobosan untuk
mengatasi penurunanstokikan, yangditunjukkan

Tabel 4. Konsensus Responden Tahap |

No. Deskripsi
1 Perlunya langkah terobosan untuk mengatasi
' penurunan stok ikan
5 Perlunya environmental labelling untuk mengatasi
' masalah kelestarian sumber daya perikanan
3 Ecolabelling efektif mendorong pengelolaan perikanan

yang berkelanjutan

Persetujuan terhadap MSC sebagai mekanisme yang
4, diberlakukan oleh jaringan retail global terhadap
seluruh produk perikanan

5. Urgensi keberadaan MSC

6. Peran pemerintah sebagai pelaksana program MSC

7. Peran pemerintah terhadap kesuksesan skema ekolabel
8. Inisiasi skema ekolabel nasional

9 Perlunya partisipasi dan dukungan seluruh pihak

terhadap kesuksesan skema ekolabel

10. Dasar hukum bagi skema ekolabel nasional

. Konsensus
No. Deskripsi (Persen)
1. Perlunya langkah terobosan untuk
. . 96,67
mengatasi penurunan stok ikan
2. Perlunya environmental labelling untuk
mengatasi masalah kelestarian sumber 63,33
daya perikanan
3. Ecolabelling efektif mendorong
. . 40,00
pengelolaan perikanan yang berkelanjutan
4, Persetujuan terhadap MSC sebagai
mekanisme yang diberlakukan oleh
L . 46,67
jaringan retail global terhadap seluruh
produk perikanan
5. Urgensi keberadaan MSC 43,33
6. Peran pemerintah sebagai pelaksana 30,00
program MSC
7. Peran pemerintah terhadap kesuksesan
90,00
skema ekolabel
Inisiasi skema ekolabel nasional 63,33
Perlunya partisipasi dan dukungan
seluruh pihak terhadap kesuksesan skema 93,33
ekolabel
10. Dasar hukum bagi skema ekolabel 8333

nasional

Sumber: Data diolah, 2016.
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dengan tingkat persetujuan tertinggi sebesar
96,67 persen.

2. Responden sepakat terhadap  perlunya
partisipasi dan dukungan seluruh pihak terhadap
kesuksesan skema ekolabel. Hal tersebut
ditunjukkan dengan tingkat persetujuan tertinggi
yang kedua sebesar 91,33 persen.

3. Responden menyetujui bahwa pemerintah
berperan besar terhadap kesuksesan skema
ekolabel dengan tingkat persetujuan tertinggi
yang ketiga mencapai 90 persen.

4. Responden menyetujui perlunya dasar hukum
bagi skema ekolabel nasional dengan tingkat
persetujuan mencapai 82,61 persen. Sementara
itu, konsensus turut dicapai dengan tingkat
persetujuan yang lebih rendah yaitu 63,33
persen, vyaitu untuk persetujuan responden
terhadap inisiasi skema ekolabel nasional dan
perlunya environmental labelling.

Jawaban dari responden tersebut menunjukkan
kepercayaan terhadap kapasitas pemerintah dalam
mengembangkan skema ekolabel perikanan nasional.
Responden juga percaya terhadap skema ekolabel
nasional sebagai mekanisme untuk mengatasi
penurunan stok ikan. Persetujuan responden
terhadap skemaekolabelnasional berbandingterbalik
dengan ketidaksetujuan responden terhadap MSC
dan urgensi keberadaannya. Hasil ini menandakan
bahwa responden tidak mempercayai MSC dan lebih
mempercayai skema ekolabel nasional.

Berdasarkan persetujuan responden terhadap
inisiasi skema ekolabel perikanan nasional, dukungan
dari stakeholder, penguatan peran pemerintah,
hingga dasar hukum bagi skema ekolabel nasional
tersebut, dasar bagi penyusunan skema ekolabel

KKP, 2
KINTI, 1

Green Peace, 1
ASTUIN, 3 \

KUD Mina
Sarovo, 6

Sumber: Data diolah, 2016.

perikanan nasional telah mendapatkan justifikasinya
melalui penelitian ini.

Peneliti melihat konsensus yang telah dicapai
berdasarkan persepsi responden merupakan bukti
yang kuat bahwa skema ekolabel perikanan nasional
perlu diwujudkan. Hasil konsensus putaran pertama
ini memperlihatkan terjadi kesamaan antara
pendapat responden pakaryang diolah menggunakan
perhitungan AHP dengan konsensus yang didapatkan
dari responden stakeholder melalui metode Delphi.

Pilihan responden pakar vyang dihitung
menggunakan metode AHP memperlihatkan
dukungan terhadap skema ekolabel nasional. Hal ini
sesuai dengan hasil konsensus putaran pertama yang
setuju terhadap peran pemerintah.

Setelah tahap 1 selesai, dilakukan pencarian
konsensus terhadap model skema ekolabel yang
diinginkan oleh stakeholder. Di tahap ke-2 ini
responden yang memberikan pilihan adalah responden
yang memberikan konsensus persetujuan terhadap
model skema ekolabel nasional. Responden diberikan
pilihan model skema ekolabel nasional. Tahap ke-2
juga akan menggali informasi dari responden tentang
pilihan terhadap skema ekolabel nasional yang belum
teridentifikasi pada putaran tahap ke-1. Responden
yang terpilih untuk memberikan pendapat pada putaran
ke-2 berjumlah 22 orang responden dengan komposisi
seperti disajikan pada Gambar 8 dan Gambar 9.

Pertanyaan yang diberikan kepada responden
bersifat open-ended questions. Peneliti bermaksud
menjaring hal-hal yang belum disampaikan oleh
responden pada tahap pertama yang bermanfaat
untuk memperkuat hasil penelitian ini. Persentase

Gambar 8. Karakteristik Responden pada Tahap Il Berdasarkan Latar Belakang Organisasi

Andre Notohamijoyo, Martani Huseini, dkk., Membangun Skema Ekolabel Perikanan Nasional sebagai Wujud Perlindungan

masing-masing responden  berdasarkan latar
belakang profesinya dipaparkan pada Tabel 5.
AP35 WWE 2
ATLI, 6
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Gambar 9. Karakteristik Responden Tahap Il Berdasarkan Latar Belakang Profesi

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari
jawaban terhadap subjek pertanyaan nomor 1,
yaitu persetujuan terhadap skema ekolabel ramah
lingkungan dari Kementerian LHK disetujui oleh
31,82 persen responden. Berdasarkan hasil tersebut
skema ekolabel ramah lingkungan versi Kementerian
LHK tidak disetujui oleh 68,18 persen responden.
Konsensus tidak tercapai dari pertanyaan nomor 1
pada metode Delphi Tahap Il ini.

Sementara itu untuk subjek pertanyaan
nomor 2 vaitu persetujuan terhadap skema
ekolabel perikanan dengan KKP sebagai inisiator
memperoleh persetujuan responden sebesar 90,91
persen. Hal ini berarti sebagian besar responden
mencapai konsensus terhadap model baru ekolabel
perikanan. Model baru tersebut dianggap lebih
merepresentasikan kepentingan sektor perikanan.

Tingkat kepercayaan responden vyang tinggi
terhadap peran pemerintah dalam kesuksesan
implementasi skema ekolabel perikanan tercermin
dari pertanyaan Delphi putaran pertama. Kepercayaan
responden tersebut ternyata sejalan dengan
penerimaan responden terhadap skema ekolabel

Tabel 5. Konsensus Responden Tahap Il

L. Konsensus
No. Deskripsi (Persen)
Persetujuan terhadap skema ekolabel
1. . . . 31,82
ramah lingkungan dari Kementerian LHK
Persetujuan terhadap model baru skema
2. ekolabel perikanan dengan KKP sebagai 90,91
inisiator
3. Persetujuan terhadap model baru sebagai 90,91

skema ekolabel perikanan yang resmi

Sumber: Data diolah, 2016.
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perikanan dengan KKP sebagai inisiator. Penerimaan
responden memperlihatkan bahwa model ekolabel
perikananyangtelah dimodifikasi darimodel ekolabel
ramah lingkungan lebih diterima oleh reponden.

Adapun untuk pertanyaan nomor 3, sebanyak
90,91 persen responden menyetujui model baru
ekolabel perikanan yang diajukan oleh peneliti
diadopsi secara resmi menjadi skema ekolabel
perikanan nasional. Tingkat persetujuan responden
tersebut sama dengan tingkat persetujuan responden
sebelumnya terhadap model ekolabel perikanan
dengan KKP sebagai inisiator. Hal ini berarti bahwa
responden melihat bahwa model ekolabel perikanan
ini dapat diadopsi menjadi model ekolabel perikanan
nasional yang resmi. Mencermati bagaimana
tingginya tingkat penerimaan dari responden
terhadap model ekolabel perikanan yang diajukan
oleh peneliti, terlihat bahwa tingkat kepercayaan
responden yang besar mencerminkan pula tingkat
kepercayaan responden terhadap pemerintah
sebagai institusi dan kemampuan pemerintah dalam
menyusun regulasi.

Tingginya tingkat kepercayaan responden
tersebut membuktikan penelitian Klooster (2010)
bahwa acceptability di samping rigor dan legitimacy
merupakan salah satu unsur penting dalam
kesuksesan implementasi skema ekolabel. Selain itu,
beberapa referensi seperti Kvalvik et al. (2014) dan
Hadjimichael & Hegland (2016) dalam Notohamijoyo
(2016) menunjukkan bahwa tingkat penerimaan
stakeholder di suatu negara terhadap suatu skema
ekolabel  berpengaruh  terhadap  kesuksesan
implementasi ekolabel di negara tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema
ekolabel nasional menjadi prioritas pertama dari

27 -38



responden dan ekolabel tidak dapat dilihat dari
sekedar penerapan prinsip-prinsip lingkungan hidup
semata, namun juga harus melibatkan prinsip-
prinsip pembangunan berkelanjutan yang lain yaitu
prinsip ekonomi dan prinsip sosial. Bagaimanapun
tujuannya, pada akhirnya sertifikasi mengatur
manusia sehingga tanpa melibatkannya sebagai
pelaku utama proses tersebut, keberadaan sertifikat
tidak akan dapat diimplementasikan dengan baik.

KESIMPULAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu
menyusun pedoman umum skema ekolabel
perikanan nasional dalam bentuk peraturan baik
setingkat Peraturan Menteri atau Peraturan
Presiden. Penelitian ini memberikan petunjuk yang
jelas bagi KKP untuk menginisiasi skema ekolabel
perikanan nasional. Di sisi lain, diperlukan sinergitas
antar kementerian/lembaga pemerintah dalam
menginisiasi skema ekolabel perikanan nasional.

Ekolabel perikanan nasional harus menjadi
wujud perlindungan terhadap hak nelayan dan
sumber daya perikanan. Ekolabel tersebut juga akan
menjadi wujud branding produk perikanan Indonesia
yang ramah lingkungan di pasar global.
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